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(LKj) Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk kegiatan Tahun Anggaran

2021.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan

Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021

memuat akuntabilitas kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas

Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019—2024 yang didukung melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp

32.122.808.341,- (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta

Delapan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah,

mencakup 7 (Tujuh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a.

b.

Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah

d. Administrasi Kepegawaiaan Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

2. Program Pemberdayaan Sosial

a.

b.

Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten
Kota dalam 1 ( satu ) Daerah Provinsi

Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi
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3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
a. Pemulangan Warga Negaran Migran Korban Tindak Kekerasan dari
titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah
Kabupaten Kota
4. Program Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam

Panti

e. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar HIVAIDS dan NAPZA di Dalam Panti
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
6. Program Penanganan Bencana
a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
7. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan

a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di atas,
setelah dilakukan analisis kinerja diperoleh nilai capaian realisasi
untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Provinsi 78,11 % tetapi hampir semua kegiatan rata-rata sebesar
mencapai 100% Secara umum dapat digambarkan bahwa kinerja
Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk pelaksanaan pembangunan
bidang kesejahteraan sosial yang tertuang dalam program dan

kegiatan di atas dikatakan berhasil dengan baik.
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Dinas Sosial

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan
lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian
dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta
tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja

pemerintah daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan
akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan
tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan
dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas
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dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut
Dinas Sosial Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja
(LKj). Penyusunan LKj Dinas Sosial Lampung Tahun 2021 yang
dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan
kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian Kkinerja, visi, misi,
realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan

target yang telah ditetapkan.

Suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu
melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan
mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem
dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi

masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah melainkan keselarasan
dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup
Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata
pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua
pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur
legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
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guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Lampung diwajibkan
untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Dinas
Sosial Lampung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan
akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Dinas Sosial

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendataan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Lampung Tahun 2019 — 2024;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung.
Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat
Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung

Tahun Anggaran 2021.
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1.3. Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi lampung merupakan Organisasi
Perangkat Daerah yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi
Lampung. Secara resmi keberadaanya ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
Yaitu Dinas Sosial, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang sosial

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang sosial

berdasarkan asas otonomi yang menjadi

kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan

peraturan perundang-undangan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas
Sosial mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijaksan teknis urusan pemerintahan bidang

sosial;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang sosial;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang

sosial;
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11.

12,

13.

14.

15.

Dinas Sosial

pelaksanaan indentifikasi dan penanganan Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial;

pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan

sumber kesejahteraan sosial;

pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan

sosial;

pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan

tanda kehormatan;

pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan
dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala

provinsi;

pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman

Makam Pahlawan di Provinsi;

pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana skala provinsi

serta pendampingan jaminan sosial keluarga;

pemberian rekomendasi izin undian dan pengumpulan uang

atau barang serta penyidikan bidang undian;

pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas,
lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan

tidak mampu;

pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pemberian izin

pengangkatan anak antar warga negara Indonesia;
penanganan fakir miskin; dan

pelayanan administratif.
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Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin

oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung : Drs. ASWARODI, M.Si

yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural

sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas
dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Daerah
urusan pemerintahan bidang sosial, berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pegelolaan
urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan dan
perencanaan bidang sosial serta tugas-tugas lain yang
berhubungan dengan masyarakat. Sekretariat membawabhi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Perencanaan

. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang
perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban
Bencana Sosial, serta Jaminan Sosial Keluarga. Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial Sosial membawabhi :
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1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga

. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi Rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia

2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasi

3) Seksi Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA

. Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Bidang pemberdayaan sosial yang
meliputi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga,
kelembagaan  masyarakat dan  penyuluhan sosial,
Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan dan
restorasi sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Sosial perorangan,keluarga,

kelembagaan masyarakat dan penyuluhan sosial
2. Seksi Kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan

restorasi sosial
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3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penangan  Fakir Miskin mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan Bidang Penanganan Fakir
miskin meliputi penangan fakir miskin perdesaan, penangannan
fakir miski perkotaan dan penangnan Fakir miskin pesisir,
pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Bidang Penangan Fakir

Miskin membawahi :

1) Seksi Penangan Fakir miskin perdesaan
2) Seksi Penagnan Fakir Miskin perkotaan

3) Seksi Penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil
dan daerah terpencil

. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1) UPTD PSAA Budi Asih untuk Anak Terlantar

2) UPTD PSAA Harapan Bangsa untuk Anak Terlantar

3) UPTD PRSPD Indra Kusuma untuk Penyandang
Disabilitas Mata dan Penyandang Disabilitas Tubuh.

4) UPTD PSBR Radin Intan untuk Anak Terlantar Putus
Sekolah

5) UPTD PSLU Tresna Werdha Bakti Yuswa untuk Lanjut
Usia Terlantar

6) UPTD PKS Insan Berguna untuk Anak Bermasalah
dengan Hukum

7) UPTD PRSTS Mardi Guna untuk Gelandangan, Pengemis

dan Pemulung
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1.5. Isu Strategis

1. Tingginya Prestase penduduk miskin

2. Tingginya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek ) pada
anak balita dan baduta

3. Kebencanaan
Provinsi Lampung memiliki topografi yang sangat beragam. Hal
itu membuat potensi bencana yang terjadi juga lebih beragam,
mulai dari bahaya tsunami di sepanjang pesisir pantai barat
hingga selatan Lampung, cuaca ekstrim di hampir seluruh
wilayah, gempa bumi dan keberadaan Gunung Anak Krakatau
sebagai gunung berapi teraktif di dunia yang berada di antara
provinsi Lampung dan Banten yang dapat mengancam sewaktu-

waktu.

I-10



Dinas Sosial

1.6 Struktur Organisasl

1.7 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial; mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial

profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.

-11
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Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2021 adalah
sebagai berikut :

1. Jabatan Eselonering

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jabatan

No Jabatan Jumlah
1 | Eselon IL.A 1 orang
o | Eselon III.A 12 orang
3 | Eselon IV.A 30 orang
4 | Jabatan Fungsional 25 orang

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2021

2.Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Tingkat
Pendidikan
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Tingkat
Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 S-2 36 orang
2 S-1 75 orang
3 D-3 4 orang
4 SLTA/Sederajat 46 orang
5 SLTP/Sederajat O orang
6 SD 2 orang

Total Jumlah 163 Orang

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2021

3.Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jenis

Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 | Laki-laki 84 orang
2 | Perempuan 79 orang
Total Jumlah 163 orang

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2021
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Dinas Sosial

Potensi pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung selama periode
tahun 2021, terlihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4. Data Pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung 2021

JUMLAH PEGAWAI JUMLAH | JUMLAH
NO | SATKER/UPTD 5o 11 TS TIT| ES.IV | JFU | PEKSOS | PNS | PIT
A | DINAS
1 | Sekretariat 1 1 3 19 4 28 13
2 | Yanrehsos - 1 3 8 - 12 1
3 | Banjamsos - 1 3 9 2 15 1
4 | Pemberdayaan | - 1 3 10 3 17 1
5 | Pengembangan - 1 3 5 - 9 -
Jumlah | 1 5 15 51 8 81 13
B | UPTD
1 | PSLU-TW - 1 1 10 3 13 4
2 | PSBR - 1 3 8 4 16 2
3 | PRSPD - 1 2 11 3 17 3
4 | PSAA Budi - 1 3 8 2 14 1
Asih
5 | PRSTS Mardi - 1 1 - 2 4 1
Guna
6 | PSAA - 1 3 7 1 12 2
Hrp.Bangsa
6 | PKS Insan - 1 2 2 1 6 1
Berguna
Jumlah | - 7 15 | 45 16 82 14
Total Jumlah | 1 12 30 96 24 163 27

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2021

Pada tabel 2.4. terlihat bahwa pegawai dinas sosial yang memiliki
jabatan Eselon II hanya 1 (satu) orang, sedangkan pada Jabatan
Fungsional Umum memiliki jumlah pegawai terbanyak yaitu
sebanyak 51 orang di kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung dan 45
orang di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD).

Secara keseluruhan total pegawai Dinas Sosial sebanyak 163, ini
menunjukan bahwa dengan pegawai yang ada tersebut Dinas Sosial
dapat memberikan pelayanan sosial yang baik dan maksimal bagi

masyarakat. Selain itu dengan potensi pegawai yang dimiliki Dinas

I-13




Dinas Sosial

Sosial diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi
kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung sesuai sasaran yang

telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2019- 2024

I-14



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2019 -2024

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Sosial untuk periode 5 (lima)
tahun ke depan. Renstra Perubahan Dinas Sosial Provinsi Lampung
mempunyai kedudukan sebagai pedoman arah dan pelayanan dalam
penyelenggaraan Dinas Sosial serta pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat. Perumusan Renstra Perubahan merupakan jawaban akan
perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi,
sehingga kebutuhan akan Renstra Perubahan menjadi sangat penting.
Renstra Perubahan Dinas Sosial Provinsi Lampung juga berpedoman
kepada Renstra Kementrian Sosial RI yang ditunjukkan dengan
penentuan issue strategis serta tujuan sasaran dalam pelaksanaan

kegiatan, dan penentuan program kegiatan.

2.2 Visi dan Misi

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang
akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah
dituangkan dalam RPJMD merupakan visi
pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah teripilh yang
disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024

sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

“Rakyat Lampung Berjaya”.

Memperhatikan Visi pembangungan tersebut, diharapkan
Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan
daerah dan dalam membangun
kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung
adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor,
didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan public yang baik dan

merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh
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menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas
(berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan

kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai

masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat
melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana
yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari
pihak manapun, serta tanpa adanya konflik social antar kelompok
masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya,
produktif dan berkembang. Pada sisilain, kondisi daerah yang aman
juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan

menciptakan kesempatan kerja.

Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat
yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang
didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih
memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam
berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan
perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi
oleh  pengaruh-pengaruh  yang  kontraproduktif terhadap

pembangunan.

Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi
kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan
prasarana pelayanan public yang baik dan merata, sehingga masyarakat

siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang,

termasuk dalam persaingan global.
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Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas
dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan
yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya

kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Misi

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut,
maka misi pembangunan daerah tahun 2019—2024 ditetapkan sebagai

berikut:

Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya,

aman dan damai.

Misi-2 : Mewujudkan "goodgovemance"untuk meningkatkan kualitas dan

pemerataan pelayanan publik.

Misi-3 : Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya
perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang

disabilitas.

Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi

produksi dan konektivitas wilayah.

Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian

dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk

kesejahteraan bersama.

Misi 3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya
perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang

disabilitas

Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak,

pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas:
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Mendukung upaya peningkatan kualitas, pemerataan dan akses
pelayanan Pendididkan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidkan dasar
(SD, SMP) berkerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga
terkait;

. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan
menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) bekerjasama dengan lembaga
terkait;

Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan
dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan
Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia
usaha, dll);

. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin
terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan
berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
Melaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka
meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi,
dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;

Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah
tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan
perempuan (women trafficking), dan menjamin hak-hak perempuan
dalam bidang ketenagakerjaan;

Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui
pendidikan kejuruan, latihan Kkerja, sertifikasi kompetensi, serta
program magang;

. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang
disabilitas;

Mendukung  berkembangnya  peran lembaga-lembaga  yang
mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan

penyandang disabilitas.
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2.3 Tujuan dan Sasaran Indikator Dinas Sosial Provinsi

Lampung

A.Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai
berikut :

Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan
Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan
Penyandang Disabilitas, pada bidang social dengan tujuan :
Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi

penyandang disabilitas;

. Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran
yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah
sebagai berikut :

1. Meningkatnya persentase PPKS yang ditangani oleh Dinas
Sosial Provinsi Lampung.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai

kepahlawanan keperintisan serta kesetiakawanan sosial

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sosial Lampung

INDIKA | TAR TARGET KINERJA
TOR | GET INDIKATO PADA TAHUN
NO TUJUAN TUJUAN SASARAN R
TUJ KINERJA | 202 | 20 | 20 | 20 | 20
UAN 0 |21 22| 23 24
(1) (2) (3) (4) (5) | (6)] (7) | (8)|(9)
1 |Meningka Persenta [1.76 |PPKS Persentase | 0,25 1,7 | 1,7 |1,7 | 1,7
tnya se PPKS |% Kewenang PPKS 2 4 6
Kesejahte | yang an Kewenanga
raan Sejahtera Provinsi | n Provinsi
Pemerlu yang yang
Pelayanan tertangani |tertangani
Kesejahte
raan
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Sosial

Persentas |20 20 20 |20 | 20| 20
e
Masyarak
at yang
mengikuti
Kegiatan
Penguatan
dan
pemaham
an
terhadap
Nilai-Nilai
Kepahlaw
anan,
Keperintis
an, dan
Kesetiaka
wanan
Sosial
(K2KS)

2.4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam
penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
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Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi sinstansi
Gubernur pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan
Lampung tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung dan

Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2024.

Ada pun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Lampung Tahun

2021
PENJELASAN
SASARAN FORMULASI /
NO STRATEGI INDIKATOR SATUA LR LT SUMBER
S KINERJA N ALAS UM DATA
PERITUNGAN
1 |PPKS Persentase %  |Masih Jumlah PPKS | Undang -
Kewenang PPKS tingginya |yang ditangani |Undang No
an Provinsi K angka dibagi 13 tahun
ewenangan e .
yang Provinsi kemiskina |populasi PPKS |2011
tertangani yang n di dikali 100% tentang
tertangani Provinsi Penanganan
Lampung Fakir Miskin
Undang-
Undang
Nomor 11
Tahun 2009
tentang
Kesejahteraa
n Sosial
> | Penguatan |Persentase % Sudah Persentase Undang-
(P}an b Masyarakat menuruny masya}rakgt yang Undang
l\/ggaaril?(l:tn yang a mepglkutl Nomor 11
yangy mengikuti pemahama | kegiatan Tahun 2009
Mengikuti Kegiatan n nilai- penumbuhan tentang
Kegiatan | Fenguatan nilai kesadaran | gegejahteraa
Penumbuha dan kepahlawa terhadap nilai- |, o501
n Kesadaran Pemahaman nan dan nilai
Terhadap | terhadap Kesetiakaw kepahlawananan
Nilai-Nilai |Nilai-Nilai dan
Kepahlawan | Kepahlawana kesetiakawanan
an dan n, di bagi target
Kesetiakawa Keperintisan, yang mengikuti
nan Sosial | 3,p kegiatan
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Kesetiakawan penanaman

an Sosial nilai-nilai

(K2KS) kesetiakawanan
sosial di kali
100%

¢ Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai tekad dan janji dari
perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan
instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses
tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk
dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat
berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber
dana yang terbatas. Dengan perencanaan Kkinerja tersebut diharapkan
focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan
instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi
yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial
Lampung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan
Dinas Sosial Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun
2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas
Sosial Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

dengan uraian sebagai berikut:
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Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Lampung Tahun 2021

Tabel 2.3

1: Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tz:g
1 [PPKS Kewenangan Persentase PPKS Kewenangan Provinsi 1.7
Provinsi yang yang tertangani
tertangani
2 |Penguatan dan Persentase Masyarakat yang mengikuti 20
Pemahaman Kegiatan Penguatan dan pemahaman
Masyarakat yang terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan,
Mengikuti Kegiatan Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
Penumbuhan (K2KS)
Kesadaran Terhadap
Nilai-Nilai
Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial
3 PROGAM DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG
MISI KE 3 DAN JANJI KERJA GUBERNUR PADA DINAS
SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
Indikator Kinerja Unit
Tujuan, Sasaran Kerja
. . Program Perangka
Twuan Sasaran Pdr;fg:lnﬁ’lg (;%:3:31“ (outco.me) dan tdaerah
Kegiatan ( Penanggu
Output) ng jawab
1 2 4 5 19
Meningka | Indeks Program Pelayanan Persentasi PPKS Dinas
tkan Perlindungan | dan Rehabilitasi Penerima Sosial
perlindun | Anak (IPA) Kesejahteraan Sosial | manfaat program
gan pelayanan dan
anak dan rehabilitasi sosial
disabilita yang terpenuhi
s kebutuhan
dasarnya serta
meningkat
kemampuan

fungsi sosialnya
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KEGIATAN Jumlah Bulan Dinas
REHABILITASI Pembinaan dan Sosial
SOSIAL DASAR Pelayanan rehabilitasi
PENYANDANG Sosial Kepada
DISABILITAS Penyandang Disabilitas
TERLANTAR DI Terlantar di dalam
DALAM PANTI Panti
Penyediaan Jumlah Bulan Dinas
Permakanan Permakanan yang Sosial
disediakan
Penyediaan Jumlah Klien yang Dinas
Sandang Menerima Sandang Sosial
Penyediaan Asrama yang| Jumlah Bulan Dinas
Mudah Diakses Penyediaan Asrama Sosial
yang mudah di akses
Penyediaan Perbekalan | Jumlah Bulan Dinas
Kesehatan di Dalam Perbekalan Kesehatan | Sosial
Panti yang Disediakan di
Dalam Panti
Pemberian Bimbingan | Jumlah Bulan Dinas
Fisik, Mental, Spiritual | Pemberian Bimbingan | Sosial
dan Sosial Fisik Mental, Spritual
dan Sosial
Akses ke Layanan Jumah Klien yang Dinas
Pendidikan dan Mengakses Layanan Sosial
Kesehatan Dasar Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Panti
Pemberian Pelayanan Jumlah Layanan Dinas
Penelusuran Keluarga | Penelusuran bagi Sosial
Keluarga
KEGIATAN Jumlah Bulan Dinas
REHABILITASI Pembinaan dan Sosial
SOSIAL DASAR ANAK Pelayanan rehabilitasi
TERLANTAR DI Sosial Kepada Anak
DALAM PANTI Terlantar di dalam Panti
Pengasuhan Jumlah Bulan Dinas
Pengasuhan Sosial
Penyediaan Makanan | Jumlah Bulan Dinas
Permakanan yang Sosial
disediakan
Penyediaan Sandang Jumlah Klien yang Dinas
Menerima Sandang Sosial
Penyediaan Asrama Jumlah Bulan Dinas
yang Mudah Diakses Penyediaan Asrama Sosial
yang Mudah di akses
Penyediaan Perbekalan | Jumlah Bulan Dinas
Kesehatan di Dalam Perbekalan Kesehatan | Sosial
Panti yang Disediakan di
Dalam Panti
Pemberian Bimbingan | Jumlah Bulan Dinas
Fisik, Mental, Spiritual Pemberian Bimbingan | Spsial
dan Sosial Fisik Mental Spritual
dan Sosial
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Pemberian Bimbingan | Jumlah Bulan Dinas
Aktivitas Hidup Sehari- | Pemberian Bimbingan | Sosial

hari Aktivitas Hidup Sehari-
hari
Akses ke Layanan Jumah Klien yang Dinas
Pendidikan dan mengakses layanan Sosial
Kesehatan Dasar Pendidikan dan ,
Kesehatan dasar Panti
Pemberian Pelayanan | Jumlah Pemberian Dinas
Penelusuran Keluarga | Pelayanaan Penelusuran| Sosijal
Keluarga
Pemberian Pelayanan | Jumlah Layanan Dinas
Reunifikasi Keluarga Reunifikasi Keluarga Sosial

2.5.

Strategi

Strategi penyelenggaran kesejahteraan social sebagaimana
ketentuan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yang
difokuskan untuk mencapai misi ketiga: Meningkatkan Kualitas
SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Perempuan, dan Penyandang Disabilitas lebih di arahkan pada :
Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar. Rehabilitasi sosial di atas dapat dilaksanakan secara
persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat
maupun panti sosial.

Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk
asuransi kesejahteraan social dan bantuan langsung berkelanjutan
untuk :

» Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia
terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan
mental, ekspenderita kronis yang mengalami masalah ketidak
mampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

» Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga
pahlawan atas jasa-jasanya. Asuransi kesejahteraan social
diselenggarakan untuk melindungi warganegara yang tidak

mampu membayar premi agar mampu memelihara dan
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mempertahankan tara fkesejahteraan sosialnya. Asuransi
kesejahteraan social sebagaimana dimaksud diberikan dalam
bentuk iuran oleh pemerintah.
e Pemberdayaan sosial dimaksud untuk:
» Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan
masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar

mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

> Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan
sebagai potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar;
pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

e Perlindungan sosial, dimaksud kan untuk mencegah dan
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan social seseorang,
keluaraga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
Perlindungan social sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui;
bantuan sosial, advokasi social dan/atau bantuan hukum.

» Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga dan/atau
masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan social
dapat tetap hidup secara wajar.

» Advokasi social dimaksudkan untuk melindungi dan membela
seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang
dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud
diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban,
pembelaan dan pemenuhan hak; bantuan hukum
diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara
yang mengalami masalah hukum dalam pembelaan atas hak,
baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum
sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan

dan konsultasi hukum.

2.6 Kebijakan

Memperhatikan hal tersebut diatas maka kebijakan Dinas
Sosial Provinsi Lampung pada penyelenggaraan kesejahteraan

social untuk mencapai misi ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM,
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Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan

Perempuan, dan Penyandang Disabilitas diarahkan untuk :

1.

Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil,
dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah

kesejahteraan social berhak memperoleh pelayanan sosial.

. Meningkatkan professionalisme SDM kesejahteraan social

berbasis pekerjaan social dalam penanganan masalah dan

potensi kesejahteraan sosial.

. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan

social dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan serta koordinasi.

Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan
dan pengembangan peran serta ~masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan
berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai social budaya
serta mengedepankan potensi dan sumber social keluarga dan

masyarakat setempat.

6. Memperluas jejaring dan meningkatkan kinerja pelayanan

Peningkatan kapasitas PSKS dan peningkatan nilai-nilai
Kepahlawanan, keperintisan, serta kesetiakawanan social

melalui edukasi kesejahteraan sosial
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Lampung selaku
pengemban amanah  masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Sosial Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/618/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan
gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan
Tahun 2019—2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi

Dinas Sosial.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah.
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Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan
Kepala LAN Nomor 239/I1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan
capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator Kkinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil
pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Sosial
Provinsi Lampung tahun 2021 berdasarakan Keputusan Kepala Dinas
Sosial Provinsi Lampung Nomor :800/2750/B.07/B.V/2021 Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi
Lampung Tahun 2019-2024. Pada tahun 2021 setelah ditetapkannya
RPJMD 2019-2024 maka IKU telah disesuaikan berdasarkan Renstra
Perubahan Dinas Sosial Provisni Lampung Tahun 2019- 2024 dan
ditetapkan melaui Surat Keputusan Kepala Dinas Tahun 2021 tentang
Indikator Kinerja Utama ( IKU ).

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang
tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permenpan Nomor 53

Tahun 2014, sebagai berikut :
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Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung

KINERJA
1 Sangat Tinggi
2 Tinggi 76% <90%
3 Sedang 66% <75%
4 Rendah 51% <65%
5 Sangat Rendah _

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung .

3.2. Capaian Indikator Tujuan Dan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Pada Renstra Perubahan 2019 — 2024

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial

Provinsi Lampung tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Lampung

Tahun 2019-2024
Indikator Targe | Reali | Capaian

No Kinerja Utama Satuan t sasi %

Persentase
Pemerlu

1 Pelayanan
Kesejahteraan o

Sosial (PPKS) 6/tahun
Kewenangan

Provinsi yang
Tertangani

1,7 | 1,7 100
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Persentase
Penguatan dan
Pemahaman
Masyarakat yang

Mengikuti 20 20 100

Kegiatan o
Penumbuhan %/tahun

Kesadaran
terhadap Nilai-
nilai
Kepahlawanan,
Keperintisan, dan
Kestiakawanan
Sosial

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Lampung sudah sesuai
target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Persentase
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi
yang Tertangani (%/tahun), begitu juga pada indikator Persentase
Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan
Penumbuhan  Kesadaran terhadap  Nilai-nilai  Kepahlawanan,
Keperintisan, dan Kestiakawanan Sosial (%), dengan capaian kinerja

100%

3.3. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Renstra

Perubahan 2019 — 2024

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan Strategis,
Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di
masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian
sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan
membuat rencana pembangunan Bidang sosial lima tahun kedepan
dapat lebih focus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang
cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam

penggunaan anggaran.
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Tabel 3.7
Capaian target IKU per Misi berdasarkan Pengukuran Kinerja
PERMENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014

Jumla Tingkat Pencapaian
h
N Misi Indik
(1) ator
Sasar
an
Misi
3 3 2
(T3)
Juml 2 2 100

ah
Sumber: Olahan Data Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian target
indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD
2019—2024 adalah meliputi tujuan 1 memiliki 2 (dua) indikator

kinerja utama dengan kinerja Sangat Tinggi.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja
yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara
target dan realisasi pada indikator sasaran. Jumlah Sasaran yang
ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Lampung

Tahun 2019—2024 sebanyak 1 sasaran.

1. PPKS Kewenangan Provinsi

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran 1.1
Sasaran 1

Sasaran 1 Meningkatnya persentase PPKS
Kewenangan Provinsi
IKU(1/33) Persentase PPKS
Kewenangan
Provinsi yang
tertangani
Satuan Persen
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Persent
ase
PPKS

Kewena
1 |ngan % | 0,2

Provins 5
iyang
tertang
ani

Sasaran Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator

yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial ( PPKS )" adalah sebesar dari target sebesar 1,70
% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 1,70 % dengan ketegori kinerja

Sangat Tinggi dan_ mencapai target yang diperjanjikan. Dan capaian

kinerja ini meningkat dari tahun sebelumnya dari sebesar 56% di

tahun 2020 menjadi 100% di tahun 2021

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra capaian kinerja indikator
1 " Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )"
tahun ini adalah sebesar 1,70%, bila dibandingkan dengan target akhir

renstra Dinas Sosial maka capaian kinerjanya tidak tercapai.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target
pada sasaran meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial ( PPKS )" adalah dikarenakan kurangnya
anggaran untuk bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

sehingga tidak mampu mengejar penanganan bagi
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Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial karena keterbatasan

anggaran yang ada .

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka beberapa
solusi yang dapat diterapkan adalah mengoptimalkan anggaran
untuk bantuan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
( PPKS ) serta konsisten terhadap perencanaan dan penganggaran
program dan kegiatan terkait dengan upaya Penanganan terhadap

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran 1 adalah

A. Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara
persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat,

maupun panti sosial.

Untuk mendukung program tersebut terdapat 4 (empat)
kegiatan yakni Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak
Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia
Terlantar di Dalam Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar
Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti, dan Rehabilitasi
Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

Terlantar di Dalam Panti

Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Provinsi lampung
adalah penyediaan fasilitas pelayanan dan rehabilitasi sosial

untuk penyandang disabilitas netra dan penyandang
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disabilitas rungu Dinas Sosial memiliki Unit Pelaksana
Teknis Daerah Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas (UPTD PRSPD) Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Terdapat 45 orang kelayan yang mendapat bimbingan di
UPTD PRSPD meliputi

Jenis Disabilitas Laki-Laki Perempuan
Disabilitas Netra 28 Orang 9 Orang
Disabilitas Tubuh 3 Orang

Disabiltas Rungu 5 Orang

Foto Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar di Dalam Panti

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam

Panti

Salah satu tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Lampung
adalah menyelenggrakan perlindungan, pengsuhan dan
pelayanan terhadap anak terlantar, untuk itu terdapat 4
UPTD Dinas Sosial yang melakukan rehabilitasi sosial dasar
anak terlantar di dalam panti yakni :
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UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PSAA) Harapan

Bangsa
UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PSAA) Budi Asih

UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Radin

Intan Lampung

UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS)

Insan Berguna

Foto Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar

di Dalam Panti

1iiriaen
1or1 e [T
o Ll

- »

Jumlah Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar di Dalam Panti yaitu 3.518.754.960
dengan realisasi fisik sebesar 100% namun realisasi

keuangan sebesar 3.416.910.882 atau sebesar 97%
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3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di

Dalam Panti

Dinas Sosial Provinsi Lampung, sebagai
penyelenggara/pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial
dalam penanganan lanjut usia dalam panti, dilakanakan
melalui Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha.
Terdapata 80 Orang Lanjut Usia terlantar yang dilayani di
dalam UPTD PSLU Tresna Werdha. Dana Kegiatan Rehabilitasi
Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti pada tahun
2021 adalah Rp. 1.255.514.726,- dana tersebut telah terealisasi
sebesar Rp. 1.225.514.726,- atau sebesar 98,00% dan untuk

realisasi fisik sebesar 100%

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis

di Dalam Panti

Unit Pelaksana Teknis Dinas PRSTS Mardi Guna Dinas Sosial
Provinsi Lampung adalah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah
dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung yang mempunyai
tugas memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan
Penyaluran meliputi Bimbingan fisik, Sosial, Latihan
ketrampilan dan resosiasi serta pembinaan lanjut bagi

penyandang masalah tuna
sosial antara lain :

a. Gelandangan

b. Pengemis

c. Orang Terlantar

d. Keluarga Gelandangan, pengemis dan orang terlantar yaitu

suami/istri berserta anaknya.
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Pelayanan Bimbingan dan Rehabilitasi di UPTD Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna Dinas Sosial
Provinsi Lampung pada bulan Januari sampai dengan Agustus
menampung 25 ( dua puluh lima ) jiwa dan dari bulan
September sampai dengan Desember 19 ( sembilan Belas ) jiwa
penyandang masalah tuna sosial gelandangan dan pengemis,
yang terealisasi sejumlah 19 jiwa dengan sistim bimbingan fisik,
bimbingan mental, bimbingan sosial serta bimbingan

ketrampilan dengan lama pembinaan 1 ( satu ) tahun.

UPTD PRSTS Mardi Guna Dinas Sosial Provinsi Lampung pada
Tahun Anggaran 2021 di targetkan menampung sebanyak 25 (
dua puluh lima ) kelayan dari bulan Januari sampai dengan
Agustus 19 jiwa dari September sampai dengan Desember 2021
realisasi tercapai sebanyak 19 (Sembilan belas) kelayan saja dan
Kegiatan Bimbingan Fisik,Mental Sosial ,Keagamaan dan

Keterampilan telah dilaksanakan sesuai dengan program

FOTO KEGIATAN MENTAL FISIK
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FOTO KEGIATAN OLAHAN PANGAN

Dana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan
Pengemis di Dalam Panti sebesar Rp. 573.239.400,- dana
tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 571.458.320,- atau sebesar

99% dan realisasi fisik sebesar 100%
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5. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar
HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti.

Dinas Sosia Provinsi Lampug juga melakukan Rehabilitasi
Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti.
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial
berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan dan
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang kini di
kristalisasikan dalam misi Provinsi Lampung yang ketiga yakni
"Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Perempuan dan Kaum Difabel", guna menuju Rakyat Lampung
Berjaya. Salah satunya dengan memberikan alat bantu bagi

masyarakat tidak mampu yang membutuhkan.

DINAS SOSIAL

RINTAH PROVINS! LAMP )

rmasl

Teluk| Betung Bﬁﬁarlampung

O 805 172055508

Dana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah

-14



Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di Dalam Panti sebesar Rp. 1.168.630.000,- dana
tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 1.161.434.000,- atau

sebesar 99% dan realisasi fisik sebesar 100%

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai- nilai
kepahlawanan keperintisan serta kesetiakawanan sosial
Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran 1.2

Sasaran 2

Sasaran 2  Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-
nilai kepahlawanan keperintisan serta kesetiakawanan
sosial

IKU(1/33) Presentase Partisipasi Masyarakat dalam peningkatan
pemahaman terhadap nilai —nilai kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial

Satuan Angka

Persentase
Penguatan
dan
Pemahaman
Masyarakat
yang
Mengikuti
Kegiatan
Penumbuhan
1 | Kesadaran 9% 20| 20 |100| 20| 20 |100| 20| 20 [100|20| 20 |100 |20 |20 | 100
terhadap
Nilai-nilai
Kepahlawana
n,
Keperintisan,
dan
Kestiakawana
n Sosial
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Sasaran Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang
Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai
Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dapat dilihat dari

sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Presentase penguatan dan
pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan penumbuhan
kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan
sosial” adalah sebesar 20 % dari target sebesar 20 % yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 20 %, dengan ketegori kinerja
Sangat Tinggi. Namun capaian kinerja ini meningkat 100 % dari
tahun sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial
Provinsi Lampung yaitu dengan melakukan Rapat Bersama Tim
TP2GD, terkait pembahasan pahlawan daerah a.n Marzuli Warga

Negara.

Dinas Sosial Provinsi Lampung [ > Dinsos Lampurg skes
EO) e Camrone

Pembahasan]Pahlawan]Daerah{Marzuli!

(. 108117205533,
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Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra capaian kinerja indikator

1 "Presentase penguatan dan pemahaman masyarakat yang

mengikuti kegiatan penumbuhan kesadaran terhadap nilai- nilai
kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial” Presentase penguatan dan
pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan penumbuhan
kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan
sosial tahun ini adalah sebesar 20 %. Dana yang dialokasikan guna
mendukung penguatan dan pemahaman masyarakat yang mengikuti
kegiatan penumbuhan kesadaran terhadap nilai- nilai kepahlawanan
dan kesetiakawanan sosial yaitu sebesar Rp. 404.040.000,- dan telah

terealisasi sebesar Rp. 368.487.700,- atau sebesar 91%

3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan TA

2021
Dinas Sosial Provinsi Lampung pada tahun 2021 memiliki pagu
anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama berdasarkan
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.018.473.960,- Realisasi
anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.857.362.602,- atau sebesar
98%.

Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021 :

Berikut realisasi capaian program dan kegiatan Dinas

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN PAGU DAN REALISASI CAPATAN

KEUANGAN TA 2021

JUMLAH SISA PAGU
REALISASI
Kode URAIAN ANGGARAN ANGGARAN
1.06.04.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang| 1.084.068.000 1.083.557.000 511.000
Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
1.06.04.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak 3.518.754.960 3.416.910.882| 101.844.078
Terlantar di Dalam Panti
1.06.04.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia 1.269.741.600 1.255.514.700 14.226.900
Terlantar di Dalam Panti
1.06.04.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan 573.239.400 571.458.320 1.781.080
dan Pengemis di Dalam Panti
1.06.04.05 Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang 1.168.630.000 1.161.434.000 7.196.000
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
dan NAPZA di Dalam Panti
1.06.07.1.01 |Pengelolaan Taman Makam Pahlawan| 404.040.000 368.487.700 35.552.300
Nasional Provinsi
JUMLAH BELANJA 8.018.473.960| 7.857.362.602 161.111.358
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Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan

dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi daerah serta tingkat

efisiensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung

pada tahun 2021. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap

capaian misi Pemerintah Provinsi Lampung dapat diketahui dari

capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.67.
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
PERSENT ANGGARAN
N JUMLAH ASE
KATEGORI INDIKAT | CAPAIAN o
0] OR KINERJA REALISASI %
%

1 | MISI KE-3 2 100%

Sangat Tinggi 2 _

Tinggi - -

Sedang - -

Rendah . - 31.127.106.184

Sangat - -

Rendah

TOTAL REALISASI ANGGARAN APBD-P

TAHUN 2021

31.127.106.184
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DinasSosial

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Lampung Tahun 2021 ini
merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Lampung Tahun
2021 Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi
harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh

semua pihak.

LKj Dinas Sosial Lampung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan
kinerja Dinas Sosial Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga
dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan

kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Sosial Lampung menetapkan sebanyak 1
(Satu) sasaran dengan 2 (dua) indicator kinerja sesuai denganRencana
Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang
ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai

berikut :

e Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak sasaran
tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan
kegiatan pada Dinas Sosial Lampung dalam rangka mencapai target
kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.

32.122.808.341,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.

LKJ DinasSosial LampungTahun 2021
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31.127.106.184,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas

Sosial Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 992.510.157,-

Renstra Dinas Sosial Lampung 2019-2024 menetapkan sebanyak
1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indicator Kkinerja tersebut telah
dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun kedua dari lima
tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian

pencapaian sasaran sebagai berikut :

e Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan
anggaran sebesar Rp. 31.127.106.184 ( Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Tiga
Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan
Puluh Empat rupiah ) telah mewujudkan capaian kinerja untuk
menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Sosial Lampung. Berdasarkan
pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan
oleh Dinas Sosial Lampung adalah 96,9 % dari anggaran yang
direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Sosial
Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien alam
meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi

Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Sosial Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja
Dinas Sosial Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Pembina Tk. I
NIP.197006111999031003
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Urusan Wajib
Pelayanan Dasar

MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 2019 -2024

Penyusunan Jumlah Dokumen
1.06.01.1.01.01 Dokumen Perencanaan 5 5 APBD 5 5 5
T Perencanaan Dokumen 36.000.000 Dokumen 53.000.000 Dokumen 45.209.700 Dokumen 54.234.900 Dokumen 63.736.854
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Kinerja SKPD dan
1.06.01.1.01.06 ff"i‘i.i“ﬁ?n'lfipé’ii“ ﬁiﬂ?ﬁ?ﬁﬂf’ & 1 1 APBD 1 1 1
T pa rjad Laporan 27.500.000 Laporan 47.000.000 Laporan 34.202.700 Laporan 48.095.100 Laporan 56.521.362
Ikhtisar Realisasi Penyusunan
Kinerja SKPD Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan
1.06.01.1.01.07 | EvaluasiKinerja Evaluasi Kinerja 7 Laporan 36.000.000 7 Laporan 50.000.000 APBD 7 Laporan 30.894.300 | 7 Laporan 51.165.000 | 7 Laporan 60.129.108
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah




Penyediaan Gaji dan

Jumlah Orang
yang Menerima

1.06.01.1.02.01 f I’ 14 bulan 20.683.402.600 14 bulan 19.486.132.953 APBD 14 bulan 19.175.872.953 14 bulan 19.961.396.861 14 bulan 23.459.976.829
Tunjangan ASN Gaji dan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Jumlah  Dokumen
Penatausahaan
1.06.01.1.02.03 Penatausahaan dan dan 0 1 APED 1 1 1
e Pengujian/Verifikasi - - Dokumen - Dokumen 1.015.000.000 Dokumen 829.000.000 Dokumen 1.038.649.500 Dokumen 1.220.620.892
Pengujian/Verifikas
Keuangan SKPD .
i Keuangan SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Koordinasi dan Tahun SKPD dan
1.06.01.1.02.04 | PenyusunanLaporan | Laporan Hasil 0 1 Laporan 10.000.000 APBD 1 Laporan 25.450.000 1 Laporan 10.233.000 | 1 Laporan 12.025.822
Keuangan Akhir Koordinasi Dokumen -
Tahun SKPD Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Dokumen
Bahan Tanggapan
Pengelolaan dan .
Penyiapan Bahan Pemeriksaan dan 0 1 1 1 1
1.0601.1.02.06 Tanggapan deak' Lanjut Dokumen - Dokumen 5.000.000 APBD Dokumen 5.100.000 Dokumen 5.116.500 Dokumen 6.012.911
. Pemeriksaanen
Pemeriksaan
laporan tanggapan
Pemeriksaan
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semest
Koordinasi dan eran SKPD dan
1.06.01.1.02.07 Eeez};ﬁsggan taporan Ilszﬂo;i?xf;:rdmaﬂ 0 12 APBD 12 12 12
e & . Y dokumen - Laporan 15.000.000 Laporan 10.300.000 Laporan 15.349.500 Laporan 18.038.732
Bulanan/Triwulan/ Laporan
Semesteran SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
Penyusunan Jumlah Dokumen
1060110208 | ‘elaporandan Pelaporan dan 0 ! APBD ! ! L
Analisis Prognosis Analisis Prognosis Dokumen - Dokumen 5.000.000 Dokumen 5.150.000 Dokumen 5.116.500 Dokumen 6.012.911
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Administrasi Barang | Jumlah Aset
1.06.01.1.03 Milik Daerah pad Barang Milik 7.500.000 15.000.000 85.000.000 90.494.358 103.842.171
Perangkat Daerah Pemerintah
Penyusunan Jumlah Rencana
1.06.01.1.03.01 Perencanaan Kebutuhan Barang 1 1 APED 1 1 1
T Kebutuhan Barang Milik Daerah dokumen 7.500.000 dokumen 2.000.000 dokumen 6.000.000 dokumen 2.046.600 dokumen 2.405.164
Milik Daerah SKPD SKPD
Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Pengamanan 0 0 2 2 2
1.06.01.1.03.02 Milik Daerah SKPD Barang Milik Dokumen - Dokumen - APBD Dokumen 35.000.000 Dokumen 50.000.000 Dokumen 50.000.000
Daerah SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Hasil Penlll:fuan
enilaiaan Barang Barang Milik
1.06.01.1.03.03 pen Daerah dan Hasil 0 Kali 0 Kali - APBD 1 Laporan 4.000.000 1 Laporan 10.144.858 1 Laporan 15.803.439
Milik Perangkat Koordinasi -

Daerah SKPD

Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD




Jumlah Laporan
Pembinaan, Hasil Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengawasan, dan
1.06.01.1.03.04 Pengendalian Barang Pengendalian 0 kali 14 kali 11.250.000 APBD 2 Laporan 10.000.000 2 Laporan 11.512.125 2 Laporan 13.529.049
Milik Daerah pada Barang Milik .
SKPD Daerah pada
SKPD
Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan
1.06.01.1.03.05 g?;ﬁ:ﬁﬁilgfei;n Ezggl‘f;‘l“g;ang 2 dok 1750000 2 dok 1.750.000 APBD 2 dok 15.000.000 | 2 Laporan 1.790.775 2 Laporan 2104519
pada SKPD Milik Daerah pada
SKPD
Penatausahaan L‘;’:;i:uslil:;?n
1.06.01.1.03.06 Barang Milik Barang Milik 0 Bulan - 0 Bulan APBD 12 bulan 15.000.000 2 Laporan 15.000.000 2 Laporan 20.000.000
Perangkat Daerah Daerah pada SKPD

Monitoring, Evaluasi,

Jumlah Dokumen

o L dalam penilaian 0 12 12 12 12
1.06.01.1.04.05 ‘;22:;:;1‘“3" Kinerja | 11 erja Pegawai Dokumen - Dokumen 10.000.000 APBD Dokumen 28.000.000 Dokumen 10.233.000 Dokumen 12.025.822
ASN
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas
1.06.01.1.04.09 | Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang 0 orang 30 orang 10.000.000 APBD 30 orang 10.300.000 30 orang 10.233.000 | 30orang 12.025.822
Berdasarkan Tugas Mengikuti -
dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan

Penyediaan
1060110601 | Komponennstalasi | jumlah komponen 100 buah 12974475 | 100 buah 30.000.000 | APBD 100 buah 30.900.000 1 Paket 30.699.000 1 Paket 36.077.465
Listrik/Penerangan instalasi listrik
Bangunan Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Peralatan dan
1.06.01.1.06.02 dan Perlengkapan Perlengkapan 200 unit 91.892.900 200 unit 211.000.000 APBD 200 unit 311.350.950 1 Paket 215.916.300 1 Paket 253.744.836
Kantor Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
10601.1.06.03 | Penyediaan Peralatan | Peralatan Rumah 100 unit 12.974.475 100 unit 12.000.000 APBD 100 unit 1.412.000.000 1 Paket 12.279.600 1 Paket 14.430.986
Rumah Tangga Tangga yang
Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Bahan Bahan Logistik . . .
1.06.01.1.06.04 v 0 kali 14 kali 40.000.000 APBD 14 kali 41.200.000 1 Paket 40.932.000 1 Paket 48.103.286
Logisik Kantor Kantor yang -
Disediakan
Penyediaan Barang {;T;ih EZ]::]Ean dan
1.06.01.1.06.05 Cetakan dan & 12 bulan 15.000.000 12 bulan 45.000.000 APBD 12 bulan 45.000.000 1 Paket 46.048.500 1 Paket 54.116.197
Penggandaan yang
Penggandaan Disediakan




. Jumlah Paket
106.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material 0 bulan 12 bulan 192.450.456 APBD 12 bulan 75.000.000 1 Paket 196.934.552 1 Paket 231.437.486
Bahan/Material - -
yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan 12 12
1.06.01.1.06.08 8 Fasilitasi Kunjungan 13 kali 15.000.000 13 kali 40.000.000 APBD 13 kali 45.000.000 40.932.000 48.103.286
Tamu Tamu Laporan Laporan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 12 12
1.06.01.1.06.09 Rapat Koordinasi dan Rapat 12 bulan 215.203.800 12 bulan 726.561.100 APBD 12 bulan 964.000.000 743.489.974 873.749.417
. R Laporan Laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan 12 12
1.06.01.1.08.01 yedi v Penyediaan Jasa 0 bulan 12 bulan 5.000.000 APBD 12 bulan 6.000.000 5.116.500 6.012.911
Menyurat - Laporan Laporan
Surat Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa ﬁiﬁﬁﬂfﬁinl fasa 12 12
1.06.01.1.08.02 Komunikasi, Sumber b 12 bulan 261.600.000 12 bulan 371.535.944 APBD 12 bulan 440.262.600 380.192.731 446.802.497
X L Sumber Daya Air Laporan Laporan
Daya Air dan Listrik s
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa 52?53‘3;?3!3” 12 12
1.06.01.1.08.03 Peralatan dan 0 kali 13 kali 37.900.000 APBD 13 kali 45.000.000 38.783.070 45.577.864
Perlengkapan - Laporan Laporan
Perlengkapan Kantor
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 12 12
1.06.01.1.08.4 Pelayanan Umum Pelayanan 12 bulan 1.120.390.000 12 bulan 878.400.000 APBD 12 bulan 1.003.399.686 898.866.720 1.056.348.169
Laporan Laporan
Kantor Umum Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
Pemeliharaan dan atau Kendaraan R2 (5 R2 (5 R2 (5 R2 (5 R2 (5
1.06.01.1.09.1 Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit ) R4 ( Unit) R4 ( APBD Unit) R4 ( Unit) R4 ( Unit) R4 (
Perorangan Dinas Dipelihara dan 9 Unit ) 139.420.000 9 Unit ) 20.000.000 9 Unit ) 471.000.000 12 Unit) 20.466.000 9 Unit) 24.051.643
atau Kendaraan Dinas | Dibayarkan
Jabatan Pajaknya
1.06.01.1.09.5 Pemeliharaan Mebel ﬁ?ﬁi‘ﬁ x;be} yang 0 unit ) 50 unit 20.000.000 APBD 50 unit 35.000.000 50 unit 20.466.000 50 unit 24.051.643
Pemeliharaan/Rehabi {?amnii}; ‘(i}::ung
1.06.01.1.09.09 g;sgcaigzgifamr Bangunan Lainnya 1 unit 100.009.000 1 unit 25.000.000 APBD 1 unit 1.600.000.000 8 unit 25.582.500 8 unit 30.064.554
. yang
Lainnya Dipelihara/Direhabi




litasi

1.06.01.1.09.10

Pemeliharaan/Rehabi
litasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung

Kantor atau
Bangunan

Lainnya yang
Dipelihara/Direhabi
litasi

5 unit

5.000.000

5 unit

115.000.000

APBD

5 unit

100.000.000

5 unit

117.679.500

5 unit

138.296.948

1.06.02.1.01.01

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerbitan Izin
Undian Gratis
berhadiah dan
Pengumpulan uang
atau barang

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi
Penerbitan Izin
Undian Gratis
Berhadiah dan
Pengumpulan Uang
atau Barang

0
kegiatan

5 laporan

80.000.000

APBD

5 laporan

65.000.000

8
Dokumen

81.864.000

8
Dokumen

96.206.573

Peningkatan
Kemampuan Potensi

Jumlah Orang
Mendapat
Peningkatan

1.06.02.1.02.01 Pekerja Sosial Kapasitas Pekerja 0 orang 60 orang 87.641.400 APBD 60 orang 87.641.400 60 orang 89.683.445 60 orang 105.395.985
Masyarakat Sosial Masyarakat .
Kewenangan Provinsi | Kewenangan
Provinsi
Jumlah Tenaga
Peningkatan Kesejahteraan
Kemampuan Potensi Sosial Kecamatan 228 228 229 229
1.06.02.1.02.02 Tenaga Kesejahteraan | Kewenangan 0 orang 88.071.000 APBD 88.071.000 90.123.054 105.912.613
- oo - orang orang orang orang
Sosial Kecamatan Provinsi  yang
Kewenangan Provinsi Meningkat
Kapasitasnya
Peningkatan Jumlah Keluarga
Kemampuan Potensi ang Meningkat
1.06.02.1.02.03 Sumberp ﬂapisitasnyi 0 30 APBD 30 40 40
< . Lembaga - Lembaga 42.204.500 Lembaga 42.204.500 Keluarga 43.187.865 Keluarga 50.754.379
Kesejahteraan Sosial Kewenangan
Keluarga Provinsi




1.06.02.1.02.04

Peningkatan
Kemampuan Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan
Masyarakat

Jumlah Lembaga
Kesejahteraan
Sosial yang
Meningkat
Kapasitasnya
Kewenangan
Provinsi

2
Kegiatan

208.239.100

2
Kegiatan

281.024.000

APBD

2
Kegiatan

205.620.000

2
Kegiatan

287.571.859

2
Kegiatan

337.954.449

Fasilitas Pemulangan Jumlah W:arga
Warga Negaran Negara Migran
Migran Korban Korban Tindak
Tindak Kekerasan g?kjlr:salza};)agfri
1.06.03.1.01.01 dari titik Debarkasih Tigk Deﬁarkasi di 0 orang : 15 orang 250.200.000 APBD 15 orang 250.000.000 15 orang 256.029.660 15 orang 300.886.056
di daerah Provinsi -
untuk dipulangkan Daerah E.’rovmsn
Kedaerah Ent[l;k Dliulangkan
e Daera
Kabupaten/Kota Asal Kabupaten/Kota

1.06.04.01.01

Penyediaan
Permakanan

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan

Kebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

200.000.000

12 bulan

560.577.700

APBD

12 bulan

502.992.000

50 Orang

573.639.160

50 Orang

674.140.741




1.06.04.01.02

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang
yang Menerima
Pakaian dan
Kelengkapan
Lainnya yang
Tersedia dalam 1
Tahun Kewenangan
Provinsi

40 paket

101.757.000

40 paket

87.860.820

APBD

40 paket

88.618.000

50 Orang

89.907.977

50 Orang

105.659.855

1.06.04.01.03

Penyediaan Asrama
yang Mudah Diakses

Jumlah Bulan
Penyediaan Asrama
yang mudah di
akses

12 bulan

240.000.000

12 bulan

47.055.100

APBD

12 bulan

47.611.000

50 Orang

48.151.484

50 Orang

56.587.624

1.06.04.01.04

Penyediaan Alat
Bantu

Jumlah Penyediaan
Alat Bantu
Disabilitas dalam
panti

APBD

50 Orang

66.000.000

50 Orang

83.000.000

1.06.04.01.05

Penyediaan
Perbekalan Kesehatan
di Dalam Panti

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan di dalam
Panti Kewenangan
Provinsi

12 bulan

240.000.000

12 bulan

51.900.000

APBD

12 bulan

52.200.000

50 Orang

53.109.270

50 Orang

62.414.014

1.06.04.01.06

Pemberian Bimbingan
Fisik Mental Spiritual
dan Sosial

Jumlah Peserta
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual
dan Sosial
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

240.000.000

12 bulan

270.021.380

APBD

12 bulan

299.579.000

50 Orang

276.312.878

50 Orang

324.722.894

1.06.04.01.07

Pemberian Bimbingan
Aktivitas Hidup
Sehari-Hari

Jumlah Peserta
Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari Hari
Kewenangan
Provinsi

APBD

50 Orang

50.000.000

50 Orang

50.000.000

1.06.04.01.08

Fasilitasi Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan

Jumlah Orang yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Pembuatan Nomor
Induk
Kependudukan, dan
Kartu Identitas
Anak bagi Anak
Terlantar
Kewenangan
Provinsi

APBD

25 orang

5.000.000

25 orang

5.000.000

1.06.04.01.09

Akses ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Akses ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Kewenangan
Provinsi

40 orang

240.000.000

40 orang

52.965.000

APBD

0 orang

50 Orang

50.000.000

50 Orang

50.000.000

1.06.04.01.10

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Pelayanan
Penelusuran
Keluarga
Kewenangan
Provinsi

1 kali

240.000.000

1 kali

13.688.000

APBD

1 kali

9.000.000

50 Orang

14.006.930

50 Orang

16.460.944




1.06.04.01.11

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga
Kewenangan
Provinsi

APBD

50 Orang

40.000.000

50 Orang

50.000.000

1.06.04.02.01

Pengasuhan

Jumlah Anak
yang
Mendapatkan
Layanan
Pengasuhan
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

373.485.650

12 bulan

317.390.000

APBD

12 bulan

392.733.000

165
Orang

324.785.187

165
Orang

381.687.552

1.06.04.02.02

Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Kebutuhan
Permakanan sesuai
dengan Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

373.485.650

12 bulan

1.591.944.000

APBD

12 bulan

1.577.854.000

165
Orang

1.629.036.295

165
Orang

1.914.443.454

1.06.04.02.13

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang
yang Menerima
Pakaian dan
Kelengkapan
Lainnya yang
Tersedia dalam 1
Tahun Kewenangan
Provinsi

165
orang

373.485.650

165
orang

273.272.500

APBD

orang

278.337.500

165
orang

279.639.749

165
orang

328.632.633

1.06.04.02.04

Penyediaan Asrama
yang Mudah Diakses

Jumlah Orang yang
Terakses Asrama
Layak Huni
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

373.485.650

12 bulan

122.534.000

APBD

12 bulan

190.488.540

165 Orang

125.389.042

165
Orang

147.357.202

1.06.04.02.05

Penyediaan
Perbekalan Kesehatan
di Dalam Panti

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan di dalam
Panti Kewenangan
Provinsi

12 bulan

373.485.650

12 bulan

44.041.802

APBD

12 bulan

60.813.100

165
Orang

45.067.976

165
Orang

52.963.885

1.06.04.02.06

Pemberian Bimbingan
Fisik Mental Spiritual
dan Sosial

Jumlah Peserta
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual
dan Sosial
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

373.485.650

12 bulan

279.589.498

APBD

12 bulan

290.936.560

165
Orang

286.103.933

165
Orang

336.229.342




1.06.04.02.07

Pemberian Bimbingan
Aktivitas Hidup
Sehari-Hari

Jumlah Peserta
Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari Hari
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

373.485.650

12 bulan

166.114.700

APBD

12 bulan

141.389.800

165
Orang

169.985.173

165 Orang

199.766.575

1.06.04.02.08

Fasilitasi Pembuatan
Akta Kelahiran,
Nomor Induk
Kependudukan, dan
Kartu Identitas Anak

Jumlah Orang yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Pembuatan Nomor
Induk
Kependudukan
Kartu Tanda
Penduduk, Akta
Kelahiran, Surat
Nikah, dan/atau
Identitas
Gelandangan bagi
Gelandangan dan
Pengemis
Kewenangan
Provinsi

APBD

100 orang

20.000.000

100 orang

20.000.000

1.06.04.02.09

Akses ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Akses ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Kewenangan
Provinsi

165
orang

373.485.650

165
orang

755.933.500

APBD

165
orang

618.928.500

165
orang

773.546.751

165
orang

909.072.142

1.06.04.02.10

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Pelayanan
Penelusuran
Keluarga
Kewenangan
Provinsi

4 kali

373.485.650

4 kali

69.360.000

APBD

4 kali

65.444.000

165
Orang

70.976.088

165
Orang

83.411.099

1.06.04.02.11

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga
Kewenangan
Provinsi

APBD

165 Orang

5.000.000

165 Orang

5.000.000

1.06.04.03.01

Penyediaan
Permakanan

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Kebutuhan
Permakanan sesuai
dengan Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

168.250.000

12 bulan

918.193.000

APBD

12 bulan

841.304.000

85 orang

939.586.897

85 orang

1.104.202.521

1.06.04.03.02

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang
yang Menerima
Pakaian dan

85 orang

168.250.000

85 orang

64.721.200

APBD

85 orang

46.000.000

85 orang

66.229.204

85 orang

77.832.561




Kelengkapan
Lainnya yang
Tersedia dalam 1
Tahun Kewenangan
Provinsi

1.06.04.03.03

Penyediaan Asrama
yang Mudah Diakses

Jumlah Orang yang
Terakses Asrama
Layak Huni
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

168.250.000

12 bulan

25.000.000

APBD

12 bulan

10.000.000

85 orang

25.582.500

85 orang

30.064.554

1.06.04.03.04

Penyediaan Alat
bantu

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Alat
Bantu dan

Alat  Bantu
Peraga Sesuai
Kebutuhan
Kewenangan
Provinsi

85 paket

168.250.000

85 paket

14.025.000

APBD

0 paket

85 orang

14.351.783

85 orang

16.866.215

1.06.04.03.05

Penyediaan
Perbekalan Kesehatan
di Dalam Panti Sosial

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan
Kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan di dalam
Panti Kewenangan
Provinsi

12 bulan

168.250.000

12 bulan

48.262.400

APBD

12 bulan

35.156.000

85 orang

49.386.914

85 orang

58.039.501

1.06.04.03.06

Pemberian Bimbingan
Fisik Mental Spiritual
dan Sosial

Jumlah Peserta
Bimbingan Fisik,
Mental,

Spiritual dan Sosial
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

168.250.000

12 bulan

172.540.000

APBD

12 bulan

172.540.000

85 orang

176.560.182

85 orang

207.493.526

1.06.04.03.07

Pemberian Bimbingan
Aktivitas Hidup
Sehari-hari

Jumlah Peserta
Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari Hari
Kewenangan
Provinsi

APBD

85 orang

25.000.000

85 orang

25.000.000

1.06.04.03.08

Fasilitasi Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan

Jumlah Orang yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Pembuatan Nomor
Induk
Kependudukan bagi
Lanjut Usia
Terlantar
Kewenangan
Provinsi

APBD

25 orang

2.500.000

25 orang

2.500.000

1.06.04.03.09

Akses ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Akses ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Kewenangan
Provinsi

85 orang

168.250.000

85 orang

7.000.000

APBD

85 orang

7.000.000

85 orang

7.163.100

85 orang

8.418.075

1.06.04.03.10

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Pelayanan
Penelusuran
Keluarga
Kewenangan
Provinsi

APBD

85 orang

25.000.000

85 orang

25.000.000




1.06.04.03.11

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga
Kewenangan
Provinsi

APBD

85 orang

25.000.000

85 orang

25.000.000

1.06.04.03.12

Pemulasaran

Jumlah
Pemulasaraan
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

168.250.000

12 bulan

20.000.000

APBD

12 bulan

15.000.000

85 orang

20.466.000

85 orang

24.051.643

1.06.04.04.01

Penyediaan
Permakanan

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan

Kebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
Minimal
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

77.000.000

12 bulan

273.750.000

APBD

12 bulan

251.850.000

25 orang

280.128.375

25 orang

329.206.866

1.06.04.04.02

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang
yang Menerima
Pakaian dan
Kelengkapan
Lainnya yang
Tersedia dalam 1
Tahun Kewenangan
Provinsi

25 orang

77.000.000

25 orang

28.002.500

APBD

25 orang

17.962.000

25 orang

28.654.958

25 orang

33.675.307

1.06.04.04.03

Penyediaan
Asrama/Wisma yang
Mudah Diakses

Jumlah Orang
yang Terakses
Asrama/Wisma
Layak Huni
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

77.000.000

12 bulan

10.447.700

APBD

12 bulan

21.141.690

25 orang

10.691.131

25 orang

12.564.217

1.06.04.04.04

Penyediaan
Perbekalan Kesehatan
di Dalam Panti

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
pemenuhan
kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan di dalam
Panti Kewenangan
Provinsi

12 bulan

77.000.000

12 bulan

6.160.880

APBD

12 bulan

6.002.010

25 orang

6.304.429

25 orang

7.408.965

1.06.04.04.05

Pemberian Bimbingan
Fisik Mental Spiritual
dan Sosial

Jumlah Peserta
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual
dan Sosial
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

77.000.000

12 bulan

50.400.000

APBD

12 bulan

50.400.000

25 orang

51.574.320

25 orang

60.610.141

1.06.04.04.06

Pemberian Bimbingan
Aktivitas Hidup
Sehari-hari

Jumlah Peserta
Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari Hari
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

77.000.000

12 bulan

127.357.320

APBD

12 bulan

109.416.100

25 orang

130.324.746

25 orang

153.157.641




Jumlah Orang
yang Diberikan
1.06.04.04.07 Pemberian Bimbingan | Bimbingan 12 bulan 77.000.000 12 bulan 34.641.000 APBD 12 bulan 34.611.200 25 orang 35.448.135 25 orang 41.658.648
Keterampilan Dasar Keterampilan Dasar
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Orang yang
Terpenuhi
Kebutuhan
Pembuatan Nomor
Fasilitasi Pembuatan Induk
Kependudukan
Nomor Induk
Kartu Tanda
Kependudukan, Kartu Penduduk Akta
1.06.04.04.08 Tanda Penduduk, Y - - - - APBD - - 25 orang 5.000.000 25 orang 5.000.000
) Kelahiran, Surat
Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan /atau
Nikah, dan/atau kartu M
Identitas Anak Identitas
Gelandangan bagi
Gelandangan dan
Pengemis
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Akses ke Layanan
1.06.04.04.09 Pendidikan dan Pendidikan dan 25 orang 77.000.000 25 orang 5.100.000 APBD 25 orang 5.090.000 25 orang 5.218.830 25 orang 6.133.169
Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar
Kewenangan
Provinsi
Jumlah
Gelandangan dan
Pemulangan ke Pengemis/Keluarga
1.06.04.04.10 Daerah Asal yang Dipulangkan 25 orang 77.000.000 25 orang 27.500.000 APBD 25 orang 2.000.000 25 orang 28.140.750 25 orang 33.071.009
ke Daerah asal
Kewenangan
Provinsi
Koordinasi,
Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen
Pembinaan Hasil Koordinasi
Pelaksanaan dan Pembinaan
1.06.04.04.11 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial 12 kali 77.000.000 12 kali 9.880.000 APBD 12 kali 9.880.000 25 orang 10110204 25 orang 11.881.512
Dasar Gelandangan Dasar Gelandangan
dan Pengemis dan Pengemis di
Terlantar di Dalam dalam Panti
Panti

1.06.04.05.01

Penyediaan
Permakanan

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pemenuhan

Kebutuhan
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
Minimal
Kewenangan

12 bulan

500.000.000

12 bulan

101.400.000

APBD

12 bulan

600.000.000

80 orang

103.762.620

80 orang

121.941.831




Provinsi

1.06.04.05.02

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang
yang Menerima
Pakaian dan
Kelengkapan
Lainnya yang
Tersedia dalam 1
Tahun Kewenangan
Provinsi

50 orang

500.000.000

50 orang

120.750.000

APBD

0 orang

80 orang

50.000.000

80 orang

50.000.000

1.06.04.05.05

Pemberian Bimbingan
Fisik Mental Spiritual
dan Sosial

Jumlah Peserta
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual
dan Sosial
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

500.000.000

12 bulan

238.000.000

APBD

12 bulan

352.790.000

80 orang

243.545.400

80 orang

286.214.554

1.06.04.05.06

Pemberian Bimbingan
Aktivitas Hidup
Sehari-hari

Jumlah Peserta
Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari Hari
Kewenangan
Provinsi

12 bulan

500.000.000

12 bulan

440.630.000

APBD

12 bulan

1.231.779.000

80 orang

450.896.679

80 orang

529.893.777

1.06.04.05.07

Pemberian Bimbingan
Keterampilan Dasar

Jumlah Orang
yang Diberikan
Bimbingan
Keterampilan Dasar
Kewenangan
Provinsi

3 kali

500.000.000

3 kali

64.250.000

APBD

3 kali

95.130.164

80 orang

65.747.025

80 orang

77.265.904

1.06.04.05.09

Akses Kelayanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Jumlah Orang
yang Mendapatkan
Akses ke

Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Kewenangan
Provinsi

50 orang

20.776.000

50 orang

247.000.000

APBD

0 orang

80 orang

20.000.000

80 orang

20.000.000

1.06.05.1.02.01

Fasilitasi Bantuan
Sosial Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah Keluarga
Penerima Manfaat

(KPM) yang
Mendapatkan
Bantuan Sosial
Kesejahteraan
Keluarga

15
dokumen

5.843.300

15
dokumen

105.050.000

APBD

15
dokumen

96.928.000

700
Keluarga

107.497.665

700
Keluarga

126.331.256




Kewenangan
Provinsi

Pengelolaan Fakir

Jumlah Keluarga
yang Mendapatkan

s . 15 15 15 700 700
106.05.1.02.02 | Miskin Lintas Daerah | Pengentasan Fakir | )\ men 33.596.250 dokumen 389.449.000 APBD dokumen 254.800.000 Keluarga 398.523.162 Keluarga 468.344.420
Kabupaten/Kota Miskin Lintas
Kabupaten/Kota
Jumlah  Orang
Mendapatkan
O Bantuan
Fasilitasi Bantuan
; Pengembangan 2 2 0 700 700
1.0605.1.02.03 | Sosial Pengembangan | py oo kegiatan 41.623.950 kegiatan 46.301.000 APBD kegiatan ; Keluarga 100.000.000 Keluarga 100.000.000
ekonomi Masyarakat
Masyarakat
Kewenangan
Provinsi

1.06.06.1,01.01

Penyediaan
Permakanan

Jumlah Pengungsi
yang Mendapatkan
Permakanan 3x1
Hari dalam Masa
Tanggap Darurat
Kewenangan
Provinsi

500
Orang

108.603.130

500
Orang

13.400.000

APBD

500
Orang

50.168.000

500
Orang

13.712.220

500
Orang

16.114.601

1.06.06.1,01.02

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pakaian dan
Kelengkapan
Lainnya yang
Tersedia pada Masa
Tanggap Darurat
(Pengungsian) dan
Pasca Bencana
Kewenangan
Provinsi

500
Orang

108.603.130

500
Orang

49.788.000

APBD

0 Orang

500
Orang

20.000.000

500
Orang

20.000.000

1.06.06.1,01.03

Penyediaan Tempat
Penampungan
Pengungsi

Jumlah Tempat
Pengungsian
Kewenangan
Provinsi

2 Lokasi

108.603.130

2 Lokasi

180.000.000

APBD

2 Lokasi

260.000.000

2 Unit

184.194.000

2 Unit

216.464.789

1.06.06.1,01.04

Penanganan Khusus
bagi Kelompok
Rentan

Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Penanganan
Khusus bagi
Kelompok Rentan

1300
orang

108.603.130

1300
orang

195.000.000

APBD

0 orang

500
Orang

145.000.000

500 Orang

235.000.000




Kewenangan
Provinsi
Provinsi

1.06.06.1,01.05

Pelayanan Dukungan
Psikososial

Jumlah Korban
Bencana yang
Mendapatkan
Layanan
Dukungan
Psikososial
Kewenangan
Provinsi

2
Kegiatan

108.603.130

2
Kegiatan

314.964.000

APBD

2
Kegiatan

194.270.000

500 Orang

322.302.661

500 Orang

378.770.087

Jumlah Dokumen
Hasil Rehabilitasi

Rehabilitasi Sarana serta
1060710101 | danPrasarana Taman | Pemeliharaan 2 unit 103.179.250 2 unit 118.000.000 APBD 2 unit 218.000.000 2 unit 120.749.400 2 unit 141.904.695
Makam Pahlawan Sarana dan
Nasional Provinsi Prasarana Taman
Makam Pahlawan
Nasional Provinsi
Jumlah Makam
Pemeliharaan Taman };arrlf gg:fe:;hl
1.06.07.1.01.02 Makan Pahlawan zdaeTam:n l\z’:kam 2 unit 103.179.250 2 unit 232.000.000 APBD 2 unit 230.000.000 2 unit 237.405.600 2 unit 278.999.061
Nasional Provinsi p .
Pahlawan Nasional
Provinsi
JUMLAH 33.691.933.500 33.725.332.353 38.204.872.953 34.530.578.832 40.581.679.481




